ANALISIS TERHADAP KESESUAIAN SKEMA UNALLOCATED
ACCOUNT DENGAN PRINSIP SYARIAH DALAM PRODUK TABUNGAN
EMAS DI INDONESIA

Qo

SKRIPSI

DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGAI SYARAT MEMPEROLEH GELAR
SARJANA SATU PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

OLEH:
AHWI DENY CHANDRA NASUTION
22103080104

PEMBIMBING:
ANNISA DIAN ARINI, M.H

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2026



ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap
nasabah dalam penerapan skema unallocated account pada produk tabungan emas
di Indonesia serta menilai kesesuaiannya dengan prinsip magqgasid syariah. Latar
belakang penelitian ini didasarkan pada adanya potensi ketidakpastian
kepemilikan emas nasabah dalam skema unallocated account sebagaimana diatur
dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17 Tahun 2024 tentang
Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Bullion. Dalam skema tersebut, nasabah tidak
memiliki emas fisik tertentu melainkan hanya memiliki hak klaim atas sejumlah
emas yang tercatat secara kolektif. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai
kepastian hukum, perlindungan konsumen, serta kesesuaiannya dengan prinsip
syariah khususnya dalam aspek perlindungan harta (hifz al-mal).

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif-empiris dengan
pendekatan deskriptif-analitis. Pendekatan normatif dilakukan melalui telaah
terhadap Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen,
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan
Sektor Keuangan (UU P2SK), serta POJK Nomor 17 Tahun 2024. Pendekatan
empiris dilakukan melalui wawancara dengan pihak Otoritas Jasa Keuangan dan
Bank Syariah Indonesia (BSI) area Yogyakarta serta wawancara kepada nasabah
pengguna tabungan emas. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan
menggunakan teori kepastian hukum dan teort magdasid asy-syari’ah sebagai pisau
analisis utama.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: pertama, bentuk perlindungan
hukum bagi nasabah dalam skema unallocated account berdasarkan regulasi saat
ini (POJK Nomor 17 Tahun 2024) belum memadai. Regulasi tersebut tidak
menjamin kepastian hak kepemilikan fisik nasabah, sehingga menempatkan
nasabah pada posisi rentan sebagai kreditur konkuren. Kedua, berdasarkan analisis
Hukum Ekonomi Syariah dan magasid syariah, praktik penerapan skema
unallocated account dinilai tidak sesuai dengan prinsip syariah. Hal ini
dikarenakan nasabah hanya mendapatkan hak klaim administratif (gabd hukmi)
tanpa adanya serah terima fisik secara tunai seketika (qabd hakiki), yang
mengakibatkan ketidaksempurnaan akad dan gagal mewujudkan tujuan
perlindungan harta (hifz al-mal) secara optimal bagi nasabah.

Kata Kunci: Unallocated account, Tabungan Emas, Perlindungan Hukum,
Kepastian Hukum, Magasid Syariah.



ABSTRACT

This study aims to analyze the form of legal protection provided to customers in
the implementation of the unallocated account scheme in gold savings products in
Indonesia and to assess its conformity with the principles of magqasid syariah. The
background of this research is based on the potential uncertainty regarding
customers’ gold ownership under the unallocated account scheme as regulated in
Financial Services Authority Regulation Number 17 of 2024 concerning the
Implementation of Bullion Business Activities. Under this scheme, customers do
not own specific physical gold but merely hold a claim right to a certain amount
of gold recorded collectively. This condition raises questions concerning legal
certainty, consumer protection, and its compliance with Islamic principles,
particularly in relation to the protection of property (hifz al-mal).

This research employs a normative-empirical legal method with a
descriptive-analytical approach. The normative approach examines Law Number
8 of 1999 concerning Consumer Protection, Law Number 4 of 2023 concerning
the Development and Strengthening of the Financial Sector (UU P2SK), and
Financial Services Authority Regulation Number 17 of 2024. The empirical
approach was conducted through interviews with representatives of the Financial
Services Authority and Bank Syariah Indonesia (BSI) in the Yogyakarta area, as
well as questionnaires distributed to customers using gold savings products. Data
were analyzed qualitatively using the theory of legal certainty and the theory of
magqasid syariah as the main analytical frameworks.

The results of the study indicate that: first, the legal protection provided
to customers under the unallocated account scheme based on current regulations
(POJK Number 17 of 2024) is inadequate. The regulation fails to guarantee legal
certainty regarding customers' physical ownership rights, placing them in a
vulnerable position as unsecured creditors. Second, based on the analysis of
Islamic Economic Law and magqasid syariah, the implementation of the
unallocated account scheme is deemed non-compliant with Islamic principles.
This is because customers only receive administrative possession (qabd hukmi)
without actual physical delivery (gabd hakiki), which leads to an imperfect
contract and fails to optimally achieve the objective of wealth protection (kifz al-
mal) for the customers.

Keywords: Unallocated account, Gold Savings, Legal Protection, Legal Certainty,
Magasid Syariah.
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu Bahasa ke dalam tulisan Bahasa
lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan
Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini
menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama
dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun
1987 dan Nomor: 0543b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai
berikut:
A. Konsonan Tunggal

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat

dilihat pada halaman berikut:

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama
i Alif Tidak dilambangkan | Tidak dilambangkan
Ba B Be
-
R Ta T Te
<
& Sa S Es (dengan titik
diatas)
Jim J Je
C
C Ha h Ha (dengan titik
diatas)
.C Kha Kh Ka dan Ha
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s Dal D De
3 Zal z Zet (dengan titik
diatas)
Ra R Er
J
. Zai V4 Zet
J
Sin S Es
J
. Syin S Es dan Ye
U y y
Sad $ Es (dengan titik di
o°
bawah)
. Dad d de (dengan titik di
S
bawah)
5L Ta t te (dengan titik di
bawah)
5 Za z zet (dengan titik di
bawah)
“ain koma terbalik (di atas)
C
. Gain g ge
C
g} Fa f ef
3 Qaf q ki
Kaf k ka
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J Lam 1 el
Mim m em
¢
R Nun n en
Wau W we
B/
2 Ha h ha
. Hamzah apostrof
< Ya y ye
B. Konsonan Rangkap karena Syaddah
JJ-: Ditulis nazzala
i’d‘ Ditulis Al-birr
C. Ta’ Marbutah di Akhir Kata
1. Bila dimatikan ditulis h
&S ditulis Al-hikmah
e ditulis 'illah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam

Bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki

lafal aslinya).
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2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka

ditulis dengan h.

RRPNESES ditulis Karamah al-Auliya’

3. Bila ta’ marbutah hidup atau dengan harakat fathah kasrah dan dammah

ditulis t atau h.

Lhll 3K ditulis Zakah al-Fitri

D. Vokal Pendek

1. y ditulis a
2. . ditulis i
3. Y ditulis u

E. Vokal Panjang

1. Fathah + alif ditulis a
Ol Istihsan
2. Fathah + ya’ mati ditulis a
) Unsa
3. Kasrah + ya’ mati ditulis 1
& slad) Al-alwani
4. Dammah + wawu mati ditulis u
e)ié Ulum

F. Vokal Rangkap

1. Fathah + ya’ mati ditulis ai
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P Gairihim
Fathah + wawu mati ditulis au
Js8 gaul

. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan

Apostrof
Al ditulis a’antum
Siel ditulis u’iddat
R ditulis la’in syakartum

. Kata Sandang Alif + Lam

. Bila diikuti huruf Qamariyyah
ol Al ditulis Al-Qur’an
ol ditulis Al-Qiyas

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf

Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf / (el) nya.

Al

ditulis

ar-risalah

L)

ditulis

an-nisa’

Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat ditulis menurut bunyi

atau pengucapannya.

sl Jal

ditulis

ahl ar-ra’yi

audl Jal

ditulis

ahl as-sunnah

J. Pengecualian
Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:
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1.

Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam
Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat dan
sebagainya.

Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di Latin-kan oleh
penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fikih Mawaris, Fikih Jinayah dan
sebagainya.

Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara
yang menggunakan huruf latin, misalnya M. Quraish Shihab, Ahmad Syukri

Soleh dan sebagainya.
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BAB1
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Emas merupakan logam mulia yang menjadi salah satu alat tukar dalam
perdagangan maupun sebagai standar keuangan diberbagai negara. Nilai emas dari
tahun ke tahun tidak pernah mengalami penyusutan sehingga emas membuat para
pelaku investor sering memilih emas sebagai alternatif dalam berinvestasi, itulah
sebabnya transaksi jual beli emas pada umumnya banyak memberikan keuntungan
karena harga emas makin hari makin mengalami kenaikan.! Emas merupakan
salah satu logam mulia yang paling banyak diperdagangkan di dunia bisnis.
Hampir setiap hari terjadi transakis jual beli emas baik di toko emas kecil hingga
tingkat perusahaan, baik dalam skala pembelian yang kecil maupun skala

pembelian yang masif.

Dalam Al-Qur’an emas disebutkan dalam beberapa ayat sebagai simbol
kekayaan, kemewahan, dan kenikmatan duniawi. Penggambaran emas dalam
konteks tersebut memiliki makna moral dan spiritual, yaitu sebagai pengingat bagi
manusia agar tidak terperangkap dalam orientasi materialistik dan tetap menjaga
keseimbangan antara pencapaian duniawi dengan tanggung jawab spiritualnya
kepada Allah SWT. Salah satu ayat yang menyebut emas yaitu Al-Qur’an Surah

Al-Kahfi: 31, di mana Allah SWT menggambarkan balasan bagi orang-orang

! Lia Sunny Nuraini dan Eni Setyowati, “Dampak Kurs, Suku Bunga, IHSG, Inflasi dan
Permintaan Emas Terhadap Harga Emas di Indonesia Tahun 2018-2021,” Ekonomikawan: Jurnal
Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan, vol 23, no. 1 (2023), him. 1.



yang beriman. Mereka akan mendapatkan surga yang penuh dengan kenikmatan,
dimana mereka akan mengenakan gelang-gelang emas.> Ayat ini menyiratkan
bahwa emas adalah salah satu simbol kemuliaan dan kemewahan yang di janjikan

bagi para penghuni surga.

Di Indonesia emas tidak hanya dijadikan barang investasi fisik. Namun,
emas juga dapat menjadi pilihan produk keuangan dalam bentuk tabungan.
Termasuk di lembaga keuangan syariah seperti bank syariah atau pegadaian
syariah. Dalam islam, emas dikenal sebagai salah satu bentuk harta yang paling
mulia dan memiliki nilai fundamental. Benda tersebut telah lama digunakan
sebagai alat tukar dalam sejarah peradaban islam, sehingga memiliki nilai yang

inheren dan tetap.’

Oleh karena itu, emas tidak hanya dipandang sebagai
instrumen ekonomi tetapi juga sebagai aset yang memiliki dimensi keadilan dan
kestabilan nilai. Hal ini sejalan dengan prinsip ekonomi islam yang menekankan

pada perlindungan harta (hifz al-mal) dan larangan terhadap praktik spekulatif

(garar) dalam kegiatan muamalah.

Pada tanggal 26 Februari 2025, Presiden Prabowo Subianto secara resmi

meresmikan pendirian Bullion Bank pertama di Indonesia yaitu lembaga keuangan

2 A. Junaedi Karso, “Investasi Emas Dalam Islam & Prediksi Jayanya Emas Di Tahun
20257, (CV. Eureka Media Aksara: 2025), hlm. 33.

3 Heni Verawati, “Emas Sebagai Aset Syariah: Kajian Hukum dan Praktik,” NU Online,
https://lampung.nu.or.id/keislaman/emas-sebagai-aset-syariah-kajian-hukum-dan-praktik-W2j 1 E,
akses 8 Oktober 2025.



yang menyediakan layanan perbankan berbasis emas.* Inisiatif tersebut
merupakan langkah strategi dalam memperkuat kemandirian ekonomi nasional
sekaligus memastikan pengelolaan cadangan emas negara dilakukan di dalam
negeri. Penyelenggaraan layanan Bullion Bank ini dipercayakan kepada PT.
Pegadaian dan Bank Syariah Indonesia (BSI) sebagai pelaksana utama.
Keberadaan Bullion Bank diharapkan dapat menyumbang sekitar Rp 245 triliun
terhadap Produk Domesik Bruto (PDB), menciptakan 1,8 juta lapangan kerja baru
dan mampu menghemat dan menjaga devisa negara dengan mengurangi
ketergantungan pada transaksi emas internasional serta menstabilkan moneter

nasional melalui pengelolaan likuiditas emas di dalam negeri yang lebih baik.’

Dalam praktik digitalisasi dan modernisasi layanan simpanan emas, salah
satu skema yang digunakan yaitu dengan unallocated account. Skema ini diatur
secara jelas dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 17 Tahun
2024 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Bullion. Dalam penjelasan pasal
demi pasal yaitu pada Pasal 5 ayat (1) disebutkan bahwa yang dimaksud dengan
“unallocated account” adalah skema simpanan emas nasabah yang mana nasabah
tidak menguasai emas secara fisik, namun nasabah memiliki hak klaim atas emas

tersebut.® Berdasarkan ketentuan tersebut dapat dipahami bahwa dalam skema ini

4 Fika Nurul Ulya dan Ardito Ramadhan, “Prabowo Resmikan Bullion Bank, Bank Emas
Pertama di  Indonesia,”  https://nasional. kompas.com/read/2025/02/26/15041601/prabowo-
resmikan-bullion-bank-bank-emas-pertama-di-indonesia, akses 10 Oktober 2025.

> Rachmad Risqy Kurniawan, "Implementasi Bank Emas di Indonesia: Analisis Hukum
Positif Dan Tinjauan Syariah (Studi Kasus Bank Syariah Indonesia),” Ahkam: Jurnal Hukum
Islam dan Humaniora, Vol 4, No 2, (2025), hlm. 351.

6 Pasal 5 ayat (1).


https://nasional.kompas.com/read/2025/02/26/15041601/prabowo-resmikan-bullion-bank-bank-emas-pertama-di-indonesia
https://nasional.kompas.com/read/2025/02/26/15041601/prabowo-resmikan-bullion-bank-bank-emas-pertama-di-indonesia

nasabah tidak memiliki kepemilikan yang pasti terhadap unit emas tertentu yang
disimpan, melainkan hanya memiliki saldo yang merepresentasikan klaim atas
sejumlah emas secara proporsional. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan
ketidakpastian hukum terhadap kepemilikan emas nasabah, karena nasabah hanya
memiliki klaim tanpa adanya identifikasi fisik terhadap emas tertentu. Situasi ini
dapat melemahkan posisi hukum nasabah apabila lembaga penyelenggara
mengalami kegagalan sistem atau kebangkrutan sehingga menimbulkan implikasi

serius terhadap aspek perlindungan hukum dan perlindungan konsumen.

Dalam konteks hukum perlindungan konsumen, skema wunallocated
account dapat menimbulkan risiko pelanggaran hak konsumen sebagaimana diatur
dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
(UUPK) menegaskan bahwa konsumen berhak atas kenyamanan, keamanan, dan
keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa. Kemudian disebutkan
juga bahwa konsumen berhak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai
kondisi barang dan/atau jasa.” Dengan demikian lembaga keuangan penyelenggara
tabungan emas wajib memberikan informasi yang transparan mengenai
mekanisme kepemilikan emas, risiko model unallocated account, serta jaminan

hak penebusan emas oleh nasabah.

Selain adanya perbedaan antara POJK Nomor 17 tahun 2024 dengan

Undang-Undang Perlindungan Konsumen, terdapat juga potensi ketidakselarasan

7 Pasal 4 huruf a dan c.



norma anatra POJK tersebut dengan Undang-Undang No. 4 tahun 2023 tentang
Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK). UU P2SK secara
jelas menempatkan perlindungan konsumen dan jaminan kepemilikan aset sebagai
aspek penting dalam kegiatan di sektor keuangan. Namun, dalam praktiknya
beberapa ketentuan dalam POJK Nomor 17 tahun 2024 belum sepenuhnya
mencerminkan prinsip perlindungan hukum yang kuat terhadap nasabah
khususnya dalam skema wunallocated account yang masih menimbulkan
ketidakpastian atas kepemilikan emas. Dengan demikian diperlukan keselarasan
antara peraturan pelaksana dan undang-undang agar terciptanya keselarasan
hukum yang mampu menjamin kepastian, keadilan, dan perlindungan hak-hak

konsumen.

Hukum islam memiliki tujuan fundamental untuk mewujudkan
kemaslahatan dan kesejahteraan umat manusia baik di dunia maupun di akhirat.
Tujuan tersebut dikenal dengan istilah magdsid asy-syari’ah yang secara
konseptual merujuk pada maksud dan hikmah yang hendak dicapai melalui
penerapan hukum-hukum islam. Magasid asy-syari’ah berfungsi sebagai landasan
filosofis dalam penetapan dan penerapan hukum islam guna memastikan bahwa
setiap ketentuan syariah senantiasa berorientasi pada pemeliharaan kemaslahatan
manusia dan pencegahan kemudharatan dalam berbagai aspek kehidupan.

Memahami magqdasid asy-syari’ah penting karena membantu menjelaskan hikmah



di balik peraturan-peraturan syariah dan memberikan panduan bagi penafsiran

hukum islam dalam konteks yang selalu berubah.®

Sejalan dengan tujuan dari pengertian tersebut, konsep perlindungan
hukum memiliki landasan yang kuat dalam tujuan-tujuan syariat (maqasid asy-
syari’ah) yaitu untuk mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kerusakan (jalb
al-maslahah wa dar’u al-mafsadah). Imam Al-Syatibi dalam Al-Muwafaqat
menegaskan bahwa seluruh hukum islam bertujuan menjaga lima hal pokok (A4/-
Daruriyyat Al-Khams) yakni agama (hifz ad-din), jiwa (hifz an-nafs), akal (hifz al-
aql), keturunan (hifz an-nasl), dan harta (hifz al-mal).’ Dengan demikian prinsip
hifz al-mal menempati posisi penting dalam perlindungan hukum islam karena hal
tersebut berkaitan langsung dengan hak milik individu dan tanggung jawab sosial
untuk menjaganya dari segala bentuk kedzaliman, penipuan, maupun

ketidakjelasan hukum (garar).

Dalam praktik tabungan emas dengan skema wnallocated account,
muncul persoalan penting mengenai kepastian kepemilikan emas nasabah.
Berdasarkan POJK Nomor 17 tahun 2024 nasabah hanya memiliki hak klaim atas
saldo emas yang disimpan secara kolektif tanpa memiliki emas fisik tertentu.
Dalam perspektif hukum islam kondisi ini perlu dikaji karena bentuk kepemilikan

tersebut hanya bersifat gabd hukmi (penguasaan secara hukum bukan fisik) yang

8 Hani Sholihah dkk., "Hukum Islam"”, (Padang: CV. Hei Publishing Indonesia, 2024),
him. 3.

° Abu Ishaq Al-Syatibi, “Al-Muwafaqat fi Usul Al-Syari’ah”, (Beirut: Dar al-Kutub al-
[lmiyyah, 1997), hlm. 16.



masih dipertanyakan kejelasannya terutama bila berpotensi menimbulkan garar
atau ketidakpastian. Permasalahan mendasar terkait Aifz al-mal dalam skema ini
terletak pada kerentanan status hak kepemilikan nasabah. Karena nasabah hanya
memegang hak klaim secara administratif (qabd hukmi) tanpa adanya alokasi fisik
emas yang terpisah, harta nasabah menjadi sangat bergantung pada solvabilitas
dan kelancaran operasional bank penyelenggara. Jika terjadi skenario terburuk
seperti kegagalan sistem, krisis likuiditas, atau bahkan kebangkrutan lembaga
penyelenggara, nasabah berisiko kehilangan hartanya karena posisi mereka dapat
bergeser menjadi sekadar kreditur tanpa jaminan (unsecured creditor). Hal ini
jelas memunculkan problematika dalam kacamata magqdasid asy-syari’ah, di mana
prinsip hifz al-mal menuntut adanya perlindungan mutlak atas harta individu dari
segala bentuk risiko kehilangan, ketidakpastian (garar), maupun sengketa
kepemilikan di masa depan. Oleh karena itu, diperlukan analisis yang mendalam
untuk menilai sejauh mana mekanisme kepemilikan dalam skema tersebut dapat
dikategorikan sah menurut hukum Islam serta mampu menjamin perlindungan
hak-hak nasabah sesuai dengan prinsip maqasid asy-syari’ah

Maka dari itu masih terdapat ketidakselarasan dan celah normatif antara
ketentuan dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang
P2SK, dan POJK Nomor 17 tahun 2024 mengenai Penyelenggaraan Kegiatan
Usaha Bullion khususnya berkaitan dengan kepastian kepemilikan emas nasabah
dalam skema wumnallocated account. Ketidakselarasan ini menciptakan potensi
ketidakpastian hukum dan lemahnya perlindungan terhadap hak-hak nasabah

apabila terjadi kegagalan sistem atau kebangkrutan lembaga penyelenggara. Dari



perspektif hukum islam, kedaan ini juga memunculkan persoalan kesesuaian akad
terhadap prinsip gabd (penguasaan barang) dan potensi adanya unsur garar
(ketidakpastian) yang dilarang dalam transaksi muamalah. Dengan
mempertimbangkan adanya ketidaksesuaian regulasi dan potensi pelanggaran
prinsip syariah tersebut maka diperlukan suatu kajian yang menganalisis secara
mendalam mengenai “Analisis terhadap Kesesuaian Skema Unallocated
Account dengan Prinsip Syariah dalam Produk Tabungan Emas di
Indonesia.”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka pokok permasalahan dalam penelitian ini
ialah sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum positif terhadap skema unallocated

account dalam menjamin kepastian kepemilikan emas nasabah?

2. Apakah skema wunallocated account sesuai dengan prinsip magqdasid asy-

syari’ah?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini secara langsung

diuraikan sebagai berikut:

1. Menganalisis dan menjelaskan bentuk perlindungan hukum yang diberikan
bagi nasabah dalam skema unallocated account pada produk tabungan emas,
khususnya dalam menjamin kepastian kepemilikan emas yang menjadi hak

nasabah, baik dari perspektif hukum positif (UUPK, UU P2SK, dan POJK
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No. 17 tahun 2024) maupun dari prinsip keadilan dan kepastan hukum dalam

sistem keuangan syariah.

2. Menilai kesesuaian skema unallocated account dengan prinsip magqasid asy-
syari’ah khususnya dalam aspek hifz al-mal (menjaga harta), dengan
menelaah sejauh mana praktik tersebut mampu menjaga kepemilikan emas
nasabah, mencegah terjadinya unsur krtidakpastian (garar), serta
mewujudkan kemaslahatan (maslahah) dalam kegiatan keuangan syariah di

Indonesia.

D. Manfaat Penelitian
1. Manfaat Secara Teoritis
Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi bagi
pengembangan ilmu pengetahuan, terkhusus dalam bidang Hukum Ekonomi
Syariah dan Hukum Perlindungan Konsumen. Hasil penelitian ini diharapkan
dapat memperluas kajian akademik tentang konsep perlindungan hukum
terhadap kepemilikan aset nasabah dalam skema wunallocated account serta
memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai kesesuaian skema
tersebut dengan prinsip-prinsip syariah. Di samping itu, studi ini juga dapat
menjadi dasar bagi pengembangan teori tentang penerapan prinsip magqasid asy-
syari’ah dalam produk keuangan modern yang berbasis emas
2. Manfaat Secara Praktis
Secara praktis, penelitian ini diharapkan bisa menjadi sumber referensi

dan bahan evaluasi untuk lembaga keuangan syariah, khususnya Bank Syariah
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Indonesia (BSI), dalam mengelola produk tabungan emas agar selaras dengan
prinsip-prinsip hukum dan syariah. Penelitian ini juga bertujuan untuk
membantu nasabah dan masyarakat agar lebih memahami hak-hak mereka
sebagai konsumen dalam sistem penyimpanan emas digital, serta meningkatkan
kesadaran akan pentingnya transparansi dan jamian kepemilikan dalam transaksi
yang berbasis unallocated account. Studi ini juga dapat berfungsi sebagai
rujukan bagi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam menyusun kebijakan yang
lebih komprehensif dan berfokus kepada perlindungan nasabah.

3. Manfaat Secara Hukum

Dari sudut pandang hukum, studi ini memberikan manfaat berupa

analisis normatif mengenai keselarasan peraturan perundang-undangan,
khususnya antara UUPK, UU P2SK, serta POJK Nomor 17 tahun 2024, yang
mengatur penyelenggaraan kegiatan usaha bullion. Diharapkan hasil studi ini
bisa memberikan saran konstruktif bagi para pembuat kebijakan dan akademisi
dalam meningkatkan perlindungan hukum bagi nasabah dan menciptakan
regulasi yang lebih seimbang antara hukum positif dan prinsip hukum islam.
Dengan cara ini, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada
pembentukan sistem Hukum Ekonomi Syariah yang lebih adil, transparan, dan
berlandaskan kepastian hukum.

E. Telaah Pustaka

Penelitian mengenai tabungan emas dan sistem penyimpanan emas digital telah

banyak dilakukan oleh peneliti sebelumnya dari sudut pandang hukum islam

maupun hukum positif. Namun, banyak dari penelitian tersebut masih fokus pada
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analisis perjanjian/akad dan praktiknya pada lembaga tertentu belum sampai
kepada pembahasan mendalam mengenai perlindungan hukum serta kepastian
kepemilikan nasabah dalam skema unallocated account yang diatur dalam POJK

Nomor 17 tahun 2024.

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Rachmad Risqy Kurniawan
(2025) dalam jurnal AHKAM vyang berjudul Implementasi Bank Emas di
Indonesia: Analisis Hukum Positif dan Tinjauan Syariah!® membahas
implementasi bank emas di Indonesia dari sudut pandang regulasi dan prinsip
syariah. Persamaan utama terletak pada penggunaan POJK Nomor 17 tahun 2024
sebagai landasan hukum utama dalam mengkaji pelaksanaan kegiatan usaha
bullion di Indonesia. Namun berbeda dengan penelitian ini, penelitian yang
dilakukan oleh Rachmad lebih berfokus pada analisis makro terkait pelaksanaan
bank emas secara umum dari sisi regulasi dan prinsip syariah tanpa membahas
secara rinci aspek perlindungan hukum nasabah maupun kepastian kepemilikan
emas dalam skema unallocated account. Sementara itu, penelitian ini difokuskan
pada analisis mikro yang menggali bentuk perlindungan hukum serta kesesuaian
skema wunallocated account dengan prinsip magqasid asy-syari’ah khususnya
dalam ketentuan hifz al-mal (perlindungan harta) untuk menilai seberapa efektif
praktik tersebut dalam memenuhi tujuan syariah dalam melindungi hak

kepemilikan dan kemaslahatan nasabah.

19 Rachmad Risqy Kurniawan, “Implementasi Bank Emas di Indonesia: Analisis Hukum
Positif dan Tinjauan Syariah (Studi Kasus Bank Syariah Indonesia),” AHKAM 4, no. 2 (2025):
350-68, https://doi.org/10.58578/ahkam.v4i2.5615.
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Kedua, penelitian oleh Tri Ayu, dkk. (2023) dalam jurnal Dinamika yang
berjudul Perlindungan Hukum bagi Investor dalam Investais Tabungan Emas di
PT. Pegadaian (Persero) Cabang Blimbing Malang'' penelitian yang meneliti
bentuk perlindungan hukum bagi investor tabungan emas dengan pendekatan
empiris memiliki keterkaitan dengan penelitian ini terutama dalam hal
perlindungan hukum untuk nasabah atau investor produk tabungan emas. Kedua
penelitian bertujuan untuk menelaah sejauh mana hukum memberikan
perlindungan kepada konsumen dalam investasi emas yang dikelola oleh lembaga
keuangan seperti Pegadaian. Namun terdapat perbedaan signifikan dalam ruang
lingkup dan pendekatan analisis. Penelitian sebelumnya lebih berfokus pada aspek
empiris administratif dengan hasil yang menunjukkan bahwa perlindungan hukum
yang ada masih terbatas pada perjanjian dan kebijakan internal tanpa
mempertimbangkan tanggung jawab hukum yang lebih luas. Sementara itu
penelitian ini tidak hanya menganalisis perlindungan hukum dari sudut pandang
empiris saja tetapi juga meneliti secara normatif dengan mengaitkan pada prinsip
magqasid asy-syari’ah khususnya hifz al-mal serta menganalisisnya berdasarkan
regulasi terkini yaitu UU P2SK dan POJK Nomor 17 tahun 2024 yang belum

dibahas dalam penelitian sebelumnya.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Atiatyl Faiqah, dkk (2024) dalam

jurnal Al-Zayn dengan judul Pandangan Hukum Ekonomi Syariah terhadap

"' Tri Ayu Ashari dan Diyan Isnaeni, Perlindungan Hukum Bagi Investor Dalam
Investasi Tabungan Emas di Pegadaian (Studi Kasus PT. Pegadaian (Persero) Cabang Blimbing
Malang), (2023), hlm 23.
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Produk Tabungan Emas pada Pegadaian Syariah dan Kesesuaiannya dengan
Fatwa DSN-MUI No. 77 Tahun 2010'? penelitian yang membahas keabsahan
akad ijarah dan murabahah dalam produk tabungan emas memiliki kesamaan
dengan penelitian ini dalam objek yang diteliti yaitu keduanya sama-sama
membahas produk tabungan emas dari sudut pandang hukum islam. Keduanya
juga merujuk kepada Fatwa DSN-MUI Nomor 77 tahun 2010 sebagai sumber
untuk menilai kesesuaian akad dengan prinsip syariah. Namun terdapat perbedaan
dalam analisis dan lingkup pembahasannya. Penelitian tersebut hanya berfokus
pada aspek keabsahan akad berdasarkan rukun dan syarat, sedeangkan penelitian
ini memperluas pembahasan dengan menelaah perlindungan hukum dan kepastian
kepemilikan emas nasabah dalam skema wunallocated account serta menilai

kesesuaiannya dengan prinsip magqasid asy-syari’ah.

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Umi Nur Fadila (2020) dalam
skripsinya di UIN Walisongo Semarang dengan judul Tinjauan Hukum Islam
terhadap Jual Beli Emas pada Sistem Tanungan Emas Online (Studi Kasus
Tokopedia Emas).!*> Memiliki kesamaan dengan penelitian ini dalam hal objek
kajian yaitu sama dalam membahas praktik tabungan emas dalam perspektif
hukum islam khususnya terkait isu kepemilikan dan prinsip gabd (penguasaan

barang). Kedua penelitian juga menyoroti adanya potensi garar dan riba dalam

12 Atiatul Faiqah, dkk. "Pandangan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Produk
Tabungan Emas Pada Pegadaian Syariah Kantor Pusat dan Kesesuaiannya Dengan Fatwa DSN-
MUI No. 77 Tahun 2010", (Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum), Vol. 2.

13 Umi Nur Fadila, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Emas Pada Sistem
Tabungan Emas Online (Studi Kasus di Tokopedia Emas),” Skripsi UIN Walisongo (2020).
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transaksi emas yang tidak disertai dengan serah terima fisik. Namun perbedaannya
terletak pada lingkup dan pendekatan analisis. Penelitian Umi Nur Fadila berfokus
pada transaksi tabungan emas di platform e-commerce yang tidak berada dibawah
pengawasan OJK. Sedangkan penelitian ini membahas produk tabungan emas
pada lembaga keuangan resmi seperti Pegadaian dalam konteks regulasi nasional
termasuk UU P2SK dan POJK Nomor 17 tahun 2024 serta menilai dari perspektif

maqasid asy-syari’ah.

Kelima, penelitian yang dilakukan oleh Nur Rahmah Alawiyah M.
(2023) dalam skripsinya di UIN Alauddin Makassar yang berjudul Tinjauan
Hukum Islam Tentang Investasi Emas dalam Bentuk Tabungan di Pegadaian
Syariah Veteran Selatan Makassar'® keduanya memiliki kesamaan dalam
menyoroti kepatuhan terhadap prinsip syariah khususnya terkait penerapan akad
dan mekanisme kepemilikan emas. Akan tetapi terdapat perbedaan mendasar pada
arah analisis dan pembahasan hukum. Penelitian Nur Rahmah bersifat deskriptif
normatif yang hanya meninjau keabsahan praktik tabungan emas dari sudut
pandang hukum islam tanpa mengaitkan dengan kebijakan nasional dan kerangka
regulasi modern seperti UU P2SK dan POJK Nomor 17 tahun 2024. Sementara
penelitian ini mengembangkan analisis yang lebih komprehensif dengan
menggabungkan pendekatan normatif dan empiris untuk menilai tidak hanya

kesesuaian dengan prinsip syariah tetapi juga perlindungan hukum dan kepastian

4 Nur Rahma Alawiyah M, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Investasi Emas Dalam
Bentuk Tabungan di Pegadaian Syariah Veteran Selatan Makassar”, Skripsi UIN Alauddin
Makassar (2023).
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kepemilikan emas nasabah dalam skema unallocated account berdasarkan prinsip

magqasid asy-syari’ah.

Dari beragam studi yang ada dapat dirangkum bahwa belum terdapat
penelitian yang secara menyeluruh meneliti keterkaitan antara perlindungan
hukum dalam hukum positif (UUPK dan UU P2SK) dan prinsip-prinsip syariah
dalam konteks skema wunallocated account pada produk tabungan emas. Sebagian
besar penelitian sebelumnya hanya fokus pada aspek akad atau keabsahan
transaksi dan belum membahas isu kepastian hak atas kepemilikan emas,
tanggung jawab dari lembaga keuangan, serta harmonisasi antara hukum nasional

dengan hukum islam.

F. Kerangka Teori
Kerangka teori digunakan sebagai pemandu peneliti dalam menata dan
menginterpretasikan hasil penelitian. Di dalamnya teori-teori dihubungkan dengan
temuan penelitian bertujuan untuk membuka jalan bagi pemahaman yang lebih
komprehensif dan berlandaskan pada penelitian terdahulu. Penyusun
menggunakan dua teori guna menganalisis permasalahan yang ada di antaranya:

1. Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum merupakan salah satu prinsip utama dalam negara

hukum yang memastikan setiap tindakan hukum didasarkan pada aturan yang
jelas, tetap, dan dapat diprediksi. Kepastian hukum adalah asas yang dapat
ditemui dalam sistem hukum sipil maupun sistem hukum umum. Nilai kepastian

hukum mengharuskan agar setiap peraturan disusun dengan jelas dan konsisten
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sehingga masyarakat dapat memahami hak dan kewajibannya dengan tepat.
Sehingga tidak akan berbenturan serta tidak menimbulkan konflik dalam norma
yang ada di masyarakat, kepastian hukum juga dapat disimpulkan sebagai
kepastian aturan hukum serta bukan kepastian tindakan terhadap tindakan yang
sesuai dengan aturan hukum. '

Menurut Utrecht kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu
pertama adanya peraturan yang memilik sifat umum untuk dapat membuat
seorang individu mengetahui apa perbuatan yang boleh serta tidak boleh
dilakukan. Sementara pengertian kedua adalah keamanan hukum untuk seorang
individu dari kesewenangan pemerintah sebab, dengan adanya peraturan yang
bersifat umum, individu dapat mengetahui apa yang boleh dibebankan serta apa
yang boleh dilakukan oleh negara terhadap seorang individu.

Dalam kerangka hukum di Indonesia prinsip kepastian hukum
dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia
tahun 1945 yang menyebutkan bahwa “Indonesia adalah negara hukum”. Hal ini
menunjukkan bahwa setiap kegiatan ekonomi dan transaksi keuangan termasuk
tabungan emas harus berlandaskan pada peraturan perundang-undangan yang
memberikan kejelasan serta perlindungan terhadap para pihak. Kepastian hukum
juga sangat berkaitan dengan perlindungan hak-hak individu termasuk hak atas

kepemilikan dalam aktivitas ekonomi.

5 Widodo Dwi Putro, “Filsafat Hukum: Pergulatan Filsafat Barat, Filsafat Timur,
Filsafat Islam, Pemikiran Hukum Indonesia Hingga Metajuridika di Metaverse”, Edisi Ke-2
(Jakarta: Kencana, 2024), hlm 180.
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Dalam kajian ini teori kepastian hukum digunakan untuk menganalisis
bagaimana POJK Nomor 17 tahun 2024 menjamin kepemilikan emas nasabah
dalam sistem wunallocated account. Skema ini menimbulkan persoalan kepastian
karena emas yang dimiliki pelanggan tidak berupa barang fisik melainkan hanya
terdaftar dalam sistem saldo digital. Untuk itu, sangat penting untuk menentukan
apakah ketentuan dalam POJK dan peraturan terkait sudah memberikan
perlindungan hukum yang jelas bagi nasabah atas kepemilikannya tersebut.

2. Teori Magasid asy-syari’ah

Magasid asy-syari’ah merupakan konsep fundamental dalam hukum
islam yang bertujuan untuk memastikan kebermanfaatan dan kesejahteraan
manusia. Konsep ini mencakup tujuan-tujuan luhur dari syariat yang mencakup
perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta benda. Definisi dan
implementasi magqgasid asy-syari’ah telah dibahas secara luas dalam literatur
akademik, baik klasik maupun kontemporer. Abdul Wahhab Khallaf menyatakan
bahwa nash-nash syariah tidak dapat dipahami secara tepat dan benar kecuali oleh
seseorang yang mengetahui magasid asy-syari’ah dan asbab al-nuzul.'®

Salah satu tujuan utama magqasid asy-syari’ah adalah perlindungan

terhadap harta (hifz al-mal). Aspek Hifz al-mal atau perlindungan harta
mengandung arti bahwa islam menekankan perlunya menjaga hak kepemilikan
individu agar tetap ada tidak dirampas atau disalahgunakan. Harta adalah amanah

yang harus dipelihara dengan keadilan, transparansi, dan tanggung jawab. Secara

16 Nispan Rahmi, “Magasid Al Syariah: Melacak Gagasan Awal”, (Syariah Jurnal Hukum
dan Pemikiran, Vol 17, no. 2: 2018), him. 160.
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terminologi, hifz al-mal tidak hanya dimaknai sebagai upaya menjaga wujud fisik
harta dari pencurian atau perampasan, melainkan mencakup pemeliharaan
terhadap nilai harta, kepastian hak kepemilikan, serta keabsahan cara memperoleh
dan mengembangkannya. Dalam kajian magasid asy-syari’ah, perlindungan harta
(hifz al-mal) diwujudkan melalui dua dimensi utama. Pertama, dari segi
pengadaan dan eksistensinya, yaitu anjuran untuk mencari harta melalui tata cara
perniagaan yang sah dan saling ridha. Kedua, dari segi pencegahan dan
perlindungan, yaitu larangan keras terhadap segala bentuk transaksi yang dapat
merusak nilai dan kepemilikan harta, seperti larangan memakan harta orang lain
dengan cara yang batil, larangan riba, serta larangan terhadap praktik yang
mengandung unsur ketidakpastian tinggi (garar) dan manipulasi.

Al-Syatibi menegaskan bahwa semua bentuk transaksi ekonomi yang
diperbolehkan dalam islam harus mengandung kemanfaatan/kemaslahatan dan
tidak boleh terdapat unsur garar (ketidakjelasan) atau zul/m (kezaliman). Prinsip
hifz al-mal juga dijelaskan oleh Wahbah al-Zuhaili yang menjelaskan bahwa salah
satu tujuan utama syariah dalam muamalah adalah menjaga harta agar tidak
kehilangan kepemilikan tanpa hak atau dari ketidakpastian mengenai status

hukum suatu benda.'”

Dalam konteks tabungan emas dengan skema unallocated account,
maqasid asy-syari’ah diterapkan untuk mengevaluasi sejauh mana sistem ini

melindungi hak kepemilikan emas para nasabah agar tidak hilang atau

17 Wahbah Al-Zuhaili, “Al-Figh Al-Islami wa Adillatuhu,” Jilid 4, (Damaskus: Dar Al-
Fikr, 1985), him. 305.
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digantikan oleh klaim yang tidak jelas. Jika hak nasabah atas emasnya tidak
dapat dijamin secara jelas atau menurut hukum maka sistem tersebut dianggap
tidak memenuhi tujuan syariah dalam melindungi harta (kifz al-mal). Oleh
karena itu teori magdasid asy-syari’ah berfungsi sebagai acuan normatif dalam
penelitian ini untuk mengevaluasi kesesuaian skema unallocated account dengan
prinsip dasar syariah yaitu kejelasan akad, keadilan dalam kepemilikan, dan

perlindungan terhadap harta nasabah.

Kedua teori ini saling berkaitan dengan erat. Teori kepastian hukum
memberikan landasan normatif untuk perlindungan hak milik dalam konteks
hukum positif sementara magasid asy-syari’ah memberikan dasar moral dan
spiritual untuk menjamin bahwa perlindungan tersebut sesuai dengan prinsip

keadilan dan kemaslahatan dalam islam.

G. Metode Penelitian

Penelitian dalam bahasa Inggris disebut research adalah suatu aktivitas “pencarian
kembali” pada kebenaran (truth).'® Pencarian kebenaran yang dimaksud adalah
upaya manusia untuk memahami dunia dengan segala rahasia yang terkandung
didalamnya untuk mendapat solusi atau jalan keluar dari setiap masalah yang
dihadapi. Metode penelitian merupakan suatu proses sistematis yang digunakan
untuk menemukan kebenaran dalam suatu studi ilmiah.

1. Jenis Penelitian

8 Soetandyo Wignyosubroto, “Hukum, Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya™,
(Huma, 2002), hlm. 139.
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Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif-empiris yaitu
penelitian yang memadukan dua pendekatan analisis hukum.!” Pendekatan
normatif digunakan untuk menelaah asas, kaidah, dan peraturan hukum yang
mengatur kegiatan usaha berbasisi emas seperti UUPK, UU P2SK, serta POJK
Nomor 17 Tahun 2024. Sedangkan pendekatan empiris digunakan untuk
memperoleh data lapangan melalui wawancara dengan pihak terkait dengan
tujuan melihat implementasi skema unallocated account dalam praktiknya.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif-analitis yaitu menggambarkan
secara sistematis dan mendalam mengenai fakta hukum dan pelaksanaannya
dalam praktik, kemudian menganalisisnya menggunakan teori hukum dan
prinsip syariah. Melalui pendekatan ini, penelitian ini bisa dapat memberikan
pemahaman komprehensif mengenai bentuk perlindungan hukum dan
kesesuaian prinsip syariah dalam skema unallocated account.

3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer data sekunder.

Adapun maksud dari data primer dan data sekunder yaitu:

a. Sumber data primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber
aslinya, tanpa melalui perantara atau pengolahan sebelumnya. Data ini

biasanya dikumpulkan untuk tujuan penelitian tertentu dan merupakan

19 Muhaimin, “Metode Penelitian Hukum”, (Mataram University Press: Mataram, 2020),
hlm. 29.
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informasi yang baru dan belum pernah dipublikasikan sebelumnya. Sumber
data primer diperoleh langsung dari hasil wawancara dengan salah satu staff
Bank Syariah Indonesia (BSI) area Yogyakarta.

Sumber data sekunder

Sumber data sekunder merupakan data yang digunakan untuk mendukung
data primer yaitu melalui studi kepustakaan, dokumentasi, buku, majalah,
koran, arsip tertulis yang berhubungan dengan obyek yang diteliti pada
penelitian ini. Adapun data sekunder terdiri dari:

a) Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang memiliki sifat mengikat
secara umum pada fokus permasalahan. Dalam penelitian ini bahan
hukumnya adalah:

1) Al-Qur’an dan Hadist;

2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan
Penguatan Sektor Perbankan;

3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan
Konsumen;

4) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17 Tahun 2024 tentang
Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Bullion;

5) Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor
77/DSN-MUI/V/2010 tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai.

b) Bahan hukum sekunder yaitu berupa buku, jurnal, skripsi terdahulu, dan
bahan ajar lainnya yang bertema muamalah, ilmu hukum, dan juga

perbankan sebagai landasan teoritis dalam memperkuat analisis.
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¢) Bahan hukum tersier, yaitu digunakan untuk memberi penjelasan lebih
lanjut terkait bahan hukum primer dan sekunder. Contohnya Kamus
Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dan lainnya.
4. Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data merupakan unsur penting bagi peneliti guna
mendapatkan data-data secara akurat terkait dengan masalah penelitian. Teknik
pengumpulan data penelitian ini sebagai berikut:

a. Studi kepustakaan (library research)

Dalam melakukan penelitian ini, studi kepustakaan dilakukan dengan
cara menelusuri dan mengkaji berbagai bahan hukum dan literatur yang
relevan dengan topik penelitian. Adapaun bahan hukum dan literatur
yang digunakan antara lain Daftar Tanya Jawab Lazim/Frequently
Asked Questions (FAQ) POJK Nomor 17 Tahun 2024 tentang
Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Bullion, Siaran Pers Kegiatan Usaha
Bullion (Layanan Bank Emas) di Indonesia, Tanya Jawab Seputar Bank
Emas yang dipublikasi oleh Bank Syariah Indonesia (BSI), dan lainnya.

b. Wawancara lapangan (field research)

Metode wawancara dilakukan guna memperoleh gambaran empiris
terkait pelaksanaan skema unallocated account dan bentuk
perlindungan hukum yang diberikan kepada nasabah. Wawancara
dilakukan secara lisan kepada staff Bank Syariah Indonesia (BSI) area
Yogyakarta, dan juga pengguna tabungan emas.

5. Teknik Analisis Data
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Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif
yaitu dengan menguraikan dan menafsirkan data yang diperoleh secara
sistematis untuk menjawab rumusan masalah penelitian. Analisis dilakukan
melalui dua tahap, yaitu:

a. Analisis normatif
Analisis normatif dilakukan dengan menelaah kesesuaian ketentuan hukum
positif dengan prinsip magasid asy-syari’ah. Analisis ini bertujuan untuk
menilai sejauh mana regulasi yang berlaku mampu mewujudkan keadilan,
kepastian hukum, dan perlindungan harta (kifz al-mal) bagi nasabah dalam
skema unallocated account.

b. Analisis empiris
Analisis empiris dilakukan dengan menilai implementasi kebijakan dan
praktik unallocated account di lapangan. Analisis ini dimaksudkan untuk
mengetahui sejauh mana penerapan skema wunallocated account sesuai
dengan ketentuan hukum yang berlaku serta prinsip-prinsip syariah dalam

praktik lembaga keuangan syariah.

Kedua hasil analisis tersebut kemudian disusun untuk memperoleh
kesimpulan yang utuh mengenai bentuk perlindungan hukum dan kesesuaian

prinsip syariah dalam skema unallocated account pada produk tabungan emas.

H. Sistematika Pembahasan
Skripsi ini akan disusun secara sistematis agar pembahasan dapat tersusun secara

runtut dan mudah untuk dipahami oleh pembaca. Penelitian ini dibagi ke dalam
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lima bab, dimana setiap bab memiliki keterkaitan antara satu dengan yang lain,

sehingga membentuk satu kesatuan analisis yang utuh.

Bab I Pendahuluan, berisi penjelasan tentang dasar-dasar serta gambaran
umum dari penelitian. Pada bagian ini, akan dijelaskan mengenai latar belakang
permasalahan yang menjadi alasan pemilihan topik, yaitu tentang penerapan
skema wunallocated account pada produk tabungan emas di Indonesia yang
menimbulkan permasalahan kepastian kepemilikan dan kesesuaian dengan prinsip
syariah. Bagian ini juga mencakup perumusan masalah yang menjadi utama
penelitian. Kemudian akan diuraikan tujuan dari penelitian, manfaat yang
mencakup aspek teoritis, praktis, dan hukum, serta tinjauan pustaka yang
mengulas hasil penelitian sebelumnya dan celah dalam penelitian (research gap).
Bagian ini juga menyajikan kerangka teori yang berlandaskan pada teori kepastian
hukum dan teori maqgasid asy-syari’ah, metode penelitian yang menggambarkan
pendekatan normatif dan empiris, serta diakhiri dengan penjelasan tentang

sistematika pembahasan sebagai panduan menyeluruh isi skripsi.

Bab II Teori Kepastian Hukum dan Magdasid asy-syari’ah, berisi
penjelasan tentang berbagai teori yang menjadi dasar konseptual dalam penelitian
ini. Bab ini menguraikan hubungan antara kepastian hukum dan magqasid asy-
syari’ah, yang keduanya menjadi alat analisis dalam menilai kesesuaian hukum
positif dan hukum islam terhadap perlindungan konsumen dalam skema

unallocated account.
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Bab III Tinjauan Umum mengenai Skema Unallocated Account dan
regulasi terkait, menjelaskan secara mendetail tentang konsep, dasar hukum, serta
praktik penerapan skema unallocated account dalam tabungan emas di Indonesia.
Dalam bagian ini, diuraikan pengertian dan karakteristik unallocated account
dalam sistem industri keuangan, serta perbedaan antara allocated account dan
unallocated account dalam penyimpanan emas. Bab ini juga menjelaskan
landasan hukum yang mengatur aktivitas tersebut, dan juga membahas potensi
ketidaksesuaian antara ketentuan hukum positif dan prinsip syariah, khususnya

dalam aspek kepemilikan (gabd), penyerahan barang, serta larangan garar.

Bab IV Analisis dan Pembahasan adalah bagian utama dari penelitian
yang menyajikan hasil analisis data dan teori yang telah dikumpulkan. Dalam bab
ini, akan diuraikan mengenai perlindungan hukum bagi nasabah dalam skema
unallocated account berdasarkan UUPK, UU P2SK, dan POJK Nomor 17 Tahun
2024, serta menilai sejauh mana peraturan-peraturan tersebut memberikan
kepastian kepemilikan emas bagi nasabah. Selain itu, bab ini juga mengkaji
kesesuaian skema unallocated account dengan prinsip syariah berdasarkan teori
magqasid asy-syari’ah. Selanjutnya, bab ini juga membandingkan hasil temuan
empiris yang diperoleh dari lapangan, seperti wawancara dengan pihak terkait dan
juga nasabah, dengan aturan hukum yang berlaku untuk menilai keselarasan
antara praktik dan regulasi. Analisis perbandingan ini ditutup dengan penilaian
mengenai sejauh mana hukum positif dan hukum islam diterapkan dalam skema

unallocated account untuk memberikan perlindungan terhadap hak nasabah.
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Bab V Penutup adalah bagian terakhir dari penelitian yang mencakup
kesimpulan dan saran. Kesimpulan disusun berdasarkan hasil analisis yang telah
dibahas di bab sebelumnya dan menjadi jawaban atas pertanyaan yang telah
ditetapkan. Saran yang diberikan bersifat konstruktif dan aplikatif, ditujukan
kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK), lembaga keuangan syariah, serta
masyarakat agar pengelolaan tabunga emas digital dapat dilaksanakan sesuai
dengan prinsip-prinsip syariah, memastikan kepastian dalam kepemilikan emas,

dan memperkuat perlindungan hukum bagi nasabah.
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BABV
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan mengenai

kesesuaian skema Unallocated Account dengan prinsip syariah dalam produk

tabungan emas di Indonesia, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai

berikut:

1.

Bentuk perlindungan hukum positif terhadap nasabah dalam skema
unallocated account pada produk tabungan emas berdasarkan POJK Nomor
17 Tahun 2024 dinilai belum memadai. Meskipun secara formal telah diakui
sebagai kegiatan usaha yang sah, regulasi tersebut gagal memberikan
kepastian hukum terkait hak kepemilikan kebendaan (fisik) nasabah.
Kedudukan nasabah terdegradasi menjadi sekadar pemegang hak klaim
administratif (kreditur konkuren) tanpa adanya instrumen penjaminan khusus
atas pengembalian emas fisik jika terjadi kegagalan operasional atau
kepailitan lembaga penyelenggara. Dengan demikian, perlindungan hukum
yang ada saat ini belum mampu menjamin kepastian hak milik konsumen
secara utuh dan berkeadilan.

Berdasarkan analisis magasid asy-syari’ah, penerapan skema unallocated
account pada produk tabungan emas praktiknya dinyatakan tidak sesuai
dengan prinsip syariah. Ketidaksesuaian ini didasarkan pada fakta bahwa
konsumen atau nasabah hanya mendapatkan penyerahan penguasaan secara

administratif (qabd hukmi), bukan penyerahan dan penguasaan fisik secara
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langsung (gabd haqiqi), Karena emas merupakan barang ribawi, ketiadaan
qabd haqiqi mengakibatkan ketidaksempurnaan syarat serah terima dalam
akad. Praktik yang hanya bersandar pada gabd hukmi dalam skema ini gagal
memberikan perlindungan yang nyata terhadap hak kepemilikan harta
nasabah, sehingga tidak sejalan dengan tujuan utama syariat dalam

memelihara harta (hifz al-mal).

Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis memberikan beberapa

saran sebagai berikut:

1.

Kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Perlu penyempurnaan regulasi turunan dari POJK Nomor 17 Tahun 2024
yang secara eksplisit mengatur mekanisme perlindungan kepemilikan emas
nasabah dalam skema wunallocated account termasuk pengaturan mengenai
penyisihan aset, mekanisme penjamin. Hal ini penting untuk memperkuat
kepastian hukum dan perlindungan konsumen di sektor perbankan terkhusus
dalam usaha bullion.

Bagi lembaga keuangan syariah, khususnya Bank Syariah Indonesia (BSI)
Perlu peningkatan transparansi informasi kepada nasabah mengenai
karakteristik unallocated account dalam tabungan emas, risiko yang mungkin
timbul serta mekanisme klaim dan konversi ke emas fisik. Edukasi yang
komprehensif akan memperkuat prinsip keadilan dan mencegah terjadinya

kesalahpahaman yang berpotensi merugikan nasabah.

3. Kepada Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia
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Diperlukan pengawasan yang lebih intensif terhadap implementasi akad dan
mekanisme kepemilikan dalam produk tabungan emas, sehingga benar-benar
terhindar dari unsur garar dan tetap selaras dengan prinsip magasid asy-
syari’ah dalam kegiatan muamalat.

. Bagi nasabah dan masyarakat pengguna produk tabungan emas

Perlu lebih proaktif dalam memahami karakteristik produk yang digunakan
khususnya terkait kepemilikan emas, mekanisme klaim, serta risiko yang
mungkin timbul dalam sistem penyimpanan emas secara digital. Nasabah
perlu memastikan bahwa informasi yang diperoleh telah sesuai dengan
prinsip  transparansi  sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang
Perlindungan Konsumen maupun aturan lainnya.

. Kepada peneliti selanjutnya

Diharapkan dapat melakukan penelitian lebih lanjut dengan pendekatan
empiris yang lebih luas termasuk analisis komparatif antara sistem allocated
account dan unallocated account di berbagai negara, guna memperoleh
gambaran yang lebih komprehensif mengenai model perlindungan

kepemilikan emas dalam sistem keuangan modern berbasis syariah.
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